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FERATURAN DAERAH KABUPATEN FPROBOL INGGO

NOMOR = /2 TAHUN 2000
TENTANG
SUSHNAN ORGANISAST PEMERIMTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFPATI PROBOL INGGO

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Eeputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun (1999  tentang

Pedoman Umum Fengaturan Mengenai Desa | di Kabupaten

Frobolinggo, perlu mensetapkan Susunan Organisasi

Femerintah Desa dengan Peraturan Daerah.
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P
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tndang—-Undang Nomor 12 Tahun 1750 tentgng Pembentuk-
an Daerah-—Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

Jawa Timur :

Undang-iindang Momor 22 Tahun ip9? tentang

FPemerintahan Daerah [

|
|

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
19992 tentang Teknik Penvusunan Peraturagn Perundang—
Undangan dan Bentuk Rancangan ndang-tindang,
Rancangan Feraturan Pemerintah, dan Rancangan
Feputusan Fresiden : [

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999
tentang Pencabutan Beherapa Peraturan Menteri Dalam
Megeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri| dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksgnaan Undang-—
tindang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor |3 Tahun 19599
tentang Fetuniuk Pelaksanaan dan Fenvesuaian
Feristilahan dalam Penvelenggaraan Pemerintahan Desa

dan Eelurahan.
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DEWAN PERHAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRGEDLI“EGD

MFEFMUTUS KAN

Menetapkan
ORGANISAS] PEMERINTAH DESA.

BARB 1
EETERMTLIAM UMLIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

cle
b

.

-
=

Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo

Kepala Kecamatan disebut Camat ;

FPemerintahan De=sa, adalah kegiatan pemerintahan yang

oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

d.

Badan Peruwakilan vang ada di Desa yang ber fungsi

istiadat, membuat Peraturan Desa, &enampung dan

aspirasi masyarakat serta melakukan

penvelenggaraan Pemerintahan Desa :

. PERATHRAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGD TENT

Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Des
Badan Perwakilan Desa vang selanjutnya disebut dengan
mengayomi

pengawasan

Ferangkat Desa, adalah merupakan kelengkapan Femerintah Desa

ANG SUSUNAN

dilaksanakan

a

=
3

BPFD, adalah
adat
menyalurkan

terhadap

yang

mempunyai tugas membantu pelaksanaan dan kewajiban Kepala Desa.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan

berdaszarkan asal asul dan adat istiadat setempat yant

cictem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Ka

BERAER II
ORGAMISASI FEMERINTAH DESA
FPasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Ferangkat

Fasal 3
{1} Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1
a. Sekretaris Desa 3
b. Kepala SBeksi ;3
c. Kepala Dusun.
{2} Sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain

dimaksud pada avat {1} huruf a. membawahi

a. Eepala Urusan Umum

=
2

b. Kepala Urusan Keuangan

c. Kepala Urusan Perencanaan.

memiliki

masyaral

bupaten

terdiri dari

kewenangan
cat sstempat

h diakui dalam

5

Desas

sebagaimana




{4}

{3}

{1}

{(2)

(1}

(2)

(4}

¥epala Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b,

dari :

a. Kepala Seksi Pemerintahan :

b. ¥epala Seksi Pembangunan

c. Kepala Seksi Kesejahterazan Masvarakat.
Jumliah Perangkat Desa dapat disesuaikan dengan |}

kondisi sosial budaya masyarakat setempat :

terdiri

ebutuhan dan

Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaiana tercantum

dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
FEMERINTAH DESA

Fasal 4
Fepala Besa mesimpin penyelenggaraan FPemerintahan
berdasarkan kehbijakan vang ditetapkan bersama Badan

Desa {(BPD)} ;

Kepala Desa berkedudukan sebagai aparat pemerintah vYang

penvelenggaraan Pemerintah Desa.

Fasal &
Tugas dan kewsjiban Kepala Desa adalah :
2. Memimpin penyelenggaraan FPemerintahan Desa :
b. Membina kehidupan masyarakat desa :
c. Membina perekonomian desa 3
d. Mem=lihara ketentraman dan ketertiban masvarakat
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
f. Mewakili desanva didalam dan diluar
menunijuk kuasa hukumnya
g. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD g
h. Menjaga kelestarian adat istiadat vang hidup dan

desa yvang bersangkutan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

Pengadilan

Desa

Ferwakilan

memimpin
desa :
dan dapat

berkembang di

avat

{1} hwuf a termasuk juga pelaksanakan pendataan p?nduduk untuk

kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah

Bupati dengan tembusan Camat ;

Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud

melalui

pada ayat (1}

huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa ;3

Segala perselisihan telah didamaikan oleh

yang
bersifat mengikat pihak-pihak vang berselisih.

Fepala Desa

Rx g

S LS o



(1}

(2}

ik

{1}

(2)

FPasal 10

¥epala Urusan csebagaimana dimaksud dalam  Pasal

mempunyai kedudukan sebagai pembantu Sekretaris Des

Untuk menjalankan tugasnva Kepala Urusan ssbagai

pada avat (1) mempunvai fungsi :
2. Eepala Urusan Umum melakukan urusan ketatausahaa

personalia. perlengkapan dan rumah tangga 3

avat (2}

*

iana

s

dimaksud

kearsipan.

b. Kepala Urusan Eeuangan melakukan urusan penyusunan anggaran,
pEembukuan/penatausahaan dan MENYUSUN pertanggung i awaban
keuangan 3

C. Eepala Urusan Perencanaan melakukan penvusupan FeEnCana,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaannva serita  penyusunan
pelaporan.

Pasal i1

Kepala Dusun atau dengan sebutan nama lain sebagaimana dimaksud

dalam FPasal 3 ayat (1) bhuruf Cs berkedudukan sebagai

unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilavah kerjianvas

Kepala Dusun mempunval tugas menialankan kegiatan Kepala Desa

dalam kepemimpinan kepala desa di wilavah kerianva 3

Uintuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2 pasal

ini, Kepala Dusun mempunvai fungsi oz

a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah

kerianva @
b. Melaksanakan Keputusan Desa di wilavah kerianva

€. Melaksanakan tugas—tugas lain yvang diberikan ole

i Kepala Deca.

BEAER IV
TATA KERJIA PEMERINTAH DESA

Fasal 12
Fepala Desa dalam menislankan tugas dan  fungsinya beritangoung
jawab kepada BFD 3
Dalam menjalankan tugas dan fungsinva Sekretarics Desa
bertanggungiawab kepada Kepala Desa
Dalam menjalankan tugas dan fungsinva Kepala lhrusan  bertanggung
iawab kepada Sskretaris Desa :
Dalam menialankan tugas dan fungsinva Kepala Seksi  berianggung
jawab kepada Kepala Desa 3
Dalam menialankan tugas dan fungsinva Kepala Dusun hertanggung-—
jawab kepada Kepala Desa g
Dalam menjalankan pemerintah desa aparat sebagaimana dimaksud
pada ayvat (1}, ({2}, (3}, {4 dan ({5} meneraEkan prinsip

koordinasi dan sinkronisasi.




B AR ¥
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

FPasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ferat
Kabupaten Daerah Tingkat II Frobolingoo Nomor 18 Tahun
Susunan Organisasi dan Tata Keria Pemerintahan Desa d
Besa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Dasrah ini, petuniuk ataun
ada atau vyang diadakan oleh Pemerintah maupun Femer

sepaniang tidak bertentangan dengan FPeraturan Daerah in

tetap bherlaku.

Fasal 15
Hal—-hal lain yang belum cukup diatur didalam Peraturan
sepaniang mengenal pelaksanaannva akan diatur lebih
Bupati.

Fasal 16
Peraturan Daerabh ini mulai berlaku pada tanggal diundang

Agar setiap orang dapat mengetahuinva,

pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan peneapat

Lembaran Daerah Kabupaten Probolingoo.

Ditetapkan di
Fada tanjfigal

/@ BAFATI PRO

uran Daerah
1581

an

tentanog

Perangkat

pedoman  yang
intah Daerah

i dinyvatakan

Dasrah ini,
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Eemerintahkan
nnya dalam
Frobolinggo
22 Mei 2000
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FPEMJEL ASAN

ATAES
PERATURAM DAERAH KABUFPATEN PROBOL INGGO
NOMOR = TAHLIM 2000
TENTANG

SUSUNAN ORGAMISASI PEMERINTAH DESA

PEMNJELASAN UMUM =
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang—Und

Tahun 1992 tentang Pemerintahan Dasrah dan Pasal

Menteri Dalam MNegeri Nomor &4 Tahun 1999 tentang

FPengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu

memberi pedoman kepada Femerintahan Desa dalam meny
hal ini seialan

&4

Organisasi Pemerintah Desa, dend

Eepulusan Menteri Dalam HMNegeri HNomor Tahun
menyatakan
oleh ¥epala Desa setelah mendapat persetuiuan BFD.
Feinginan Femerintah untuk mengatur Organisasi
secara seragam sudah ditinggalkan. l
Sekarang Desa telah dijamin oleh Undang-lind
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat

diakui dalam sistem FPemerintahan Nasional.

Belanjuinys Pemerintah Desa dapat menyusun organisa

Desa sesuai dengan aspirasifkeinginan masvaraka

bahwa Susunan Organisasi Pemerintah  Desa

kepentingjn

ang Momor 22

31 ¥Keputusan
Pedoman Umum
mengatur dan
Susunan

29

usun
an Fasal
1999

ditetapkan

yang

Femerintah Deszsa

ang memiliki
masvarakat
etempat vang
i Pemerintah

dan sosial

budava setempat dengan berpedoman pada peraturan dasrah ini.

PENJEL AGAN PASAL DEMI PASAL =

Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1} Cukup ielas 3

FPasal 3 avat (2} : Sekretaris Desa atay
dengn nama lain
dengan kondisi siosis
vang bersangkutan.

FPazsal 3 avat (3} s/d FPasal 146 : Cukup jelas

vang disebut
disesusaikan

I budava desa



LAMPIRAN PERATT \N DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN 2000
TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

SEKRETARIS
DESA
| E |
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN KEPALA URUSAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN KES!:JA.HTi];AAN KEUANGAN PERENCANAAN
KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN

/

B TI PROBOLINGGO

ﬂ/MURHADI




